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Abstract 

The performance of Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kampar in 

improving the advertisement permit service in Kampar district, it is an effort to 

ensure that all billboards in the Kampar district have a permit. The purpose of 

this research is to describe the performance used by the Penanaman Modal 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu To improve the advertising clearance in Kampar 

and to describe the factors affecting the service performance Penanaman Modal 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu To improve billboards permits in Kampar. Focus 

study in this study is performance service Penanaman Modal Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu To improve billboards permits in Kampar. Informant in this research 

is the management of Perzinan services, licensing services Staff, business owner 

that take care of the permission of billboards, business that do not take care of 

permits. The methods used in this study included in qualitative and data collection 

techniques are interviews and observations. Based on the results of known 

research service Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu In improving 

the service of billboards permit is not optimal. Due to the lengthy process of 

advertising permit management, the duration of the licensing process is not due to 

the constraints of facilities and its main process but due to pending approval from 

the main manager of the advertising licensing service Penanaman Modal 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu.  Licensing constraints by the community actually 

does not lie in its main procedure but from the authorities in the management and 

approval of the licensing to be published. There are several factors that affect the 

service performance Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu It is work 

satisfaction, efficiency, effectiveness and the awareness of the billboard owner. 
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PENDAHULUAN 

 Latar belakang 

Era globalisasi yang ditandai 

dengan tidak adanya batas-batas negara 

memberikan peluang sekaligus 

tantangan bagi seluruh negara.Salah 

satu peluang yang dapat dimanfaatkan 

adalah banyaknya informasi yang dapat 

diserap oleh masyarakat sejalan dengan 

berkembangnya teknologi yang 

mendukung.Sementara itu terdapat 

berbagai tantangan organisasi 

untuk menunjukkan kinerja yang lebih 

baik yang tidak hanya dituntut bagi 

sektor privat,namun juga sektor publik 

dituntut hal yang sama. 

Dalam menghadapi era 

globaisasi yang penuh tantangan dan 

peluang.Pemerintah daerah harus 

mampu untuk melakukan inovasi dalam 

peningkatan kinerja dalam pelayanan 

publik sehingga kesan birokrasi 

pemerintah yang lamban,berbelit-belit, 

kurang ramah dapat dihapuskan. 

Menurut Undang-Undang No.25 tahun 

2009 pelayanan publik merupakan 

rangkaian kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan 

bagi setiap warga negara dan penduduk 

atas barang, jasa, dan/atau pelayanan 

administratif yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik.  

Kinerja dalam masalah 

pelayanan dalam pemerintahan di 

negara Republik Indonesia terus di 

perbaiki dan di permudah untuk kita. 

Salah satunya di Kabupaten Kampar, 

Pemerintahan Kampar melakukan 

peningkatan kinerja layanan baik 

perizinan maupun non perizinan yaitu 

dengan menerapkan sistem Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu. 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

merupakan pelayanan yang dilakukan 

oleh pemerintahan baik perizinan 

maupun non perizinan, yang proses 

pengelolaannya dimulai dari tahap 

permohonan sampai terbitnya sebuah 

dokumen dilakukan di dalam satu 

tempat. Program ini di lakukan dengan 

harapan dapat melayani masyarakat 

dengan lebih baik dan lebih mudah dari 

sebelumnya, melayani masyarakat 

dengan lebih cepat, lebih ramah, bebas 

pungli, lebih transparan, dan lebih jelas 

dari persyaratan, biaya dan waktunya. 

Reklame adalah benda, alat, 

perbuatan, atau media yang bentuk dan 

corak ragamnya di rancang untuk tujuan 

komersial memperkenalkan, 

menganjurkan, mempromosikan, atau 

untuk menarik perhatian umum 

terhadap barang, jasa, orang, atau badan 

yang dapat dilihat, dibaca, didengar 

dirasakan dan/atau dinikmati oleh 

umum. Reklame menjadi media 

promosi paling digemari bagi 

pengusaha di kota besar. Tujuan 

reklame adalah memberikan informasi 

kepada khalayak tentang perusahaan, 

produk, barang maupun jasa dan 

mempengaruhi atau membujuk 

konsumen sehingga mereka akan mau 

melakukan pembelian. 

Peraturan daerah Nomor 14 

Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame 

Pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa: 

“setiap penyelenggaraan reklame dalam 

wilayah kabupaten kampar yang 

dilakukan oleh pemilik penyelenggaraan 

atau kuasanya, wajib memiliki izin dari 

bupati atau pejabat yang ditunjuk”.  
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Mekanisme dalam pengurusan 

izin reklame di Dinas Penanaman 

Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Kampar adalah sebagai 

berikut : 

a. Pengisian formulir permohonan izin 

reklame 

b. Pemeriksaan berkas dan 

kelengkapan persyaratan 

c. Pembayaran tanda lunas retribusi 

d. Peninjauan lapangan dan 

pembuatan berita acara 

e. Pertimbangan tim teknis 

f. Proses pembuatan izin 

g. Pemarafan oleh kepala bidang dan 

kepala bagian tata usaha 

h. Penandatanganan oleh kepala 

DPMPTSP 

i. Penertiban izin. 

Berbagai kejadian dan fenomena di 

dalam penyelenggaraan atau 

pemasangan reklame sering tidak 

memperhatikan aspek yang sudah 

tertera dalam peraturan daerah Nomor 

14 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame, 

sehingga masih banyak reklame liar 

yang berkeliaran di sudut-sudut 

kabupaten kampar. Banyak iklan yang 

terpajang di setiap sudut kabupaten 

kampar seperti, reklame elektronik, 

reklame pakaian, reklame makanan 

maupun minuman, bahkan reklame 

partai-partai pada saat kampanye. 

Pemasangan reklame ini merupakan hal 

yang menguntungkan para pengusaha di 

dalam memperkenalkan produk-produk 

yang dihasilkan. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan : 

1. Pada tanggal 8 Februari 2016 

Badan Pelayaan Perizinan Terpadu 

dan Penanaman Modal (BP2TPM) 

Kabupaten Kampar kembali 

menertibkan sejumlah media 

reklame yang berdiri diwilayah 

Kabupaten Kampar. Penertiban ini 

BP2TPM Kabupaten Kampar 

mendata lansung media reklame 

yang tidak melengkapi izin secara 

admnistrasi dengan upaya 

menempelkan peringatan di tiang 

media reklame dan menegaskan 

agar pemilik media reklame 

tersebut segera melengkapi izin di 

BP2TPM. Berdasarkan data yang 

ada pada pihaknya, banyak media 

reklame yang tidak diketahui 

kepemilikikanya tetapi berdiri 

kokoh disepanjang jalan di wilayah 

Kabupaten Kampar 

Sumber: kamparkab.go.id 

2. Pada tanggal 13 November 2017 

papan reklame tanpa izin menjamur 

di Kecamatan Siak Hulu. papan-

papan reklame yang dipasang di 

pinggir jalan pasir putih itu tidak 

mengantongi izin. Hal ini terlihat 

dari tata letak yang tidak beraturan 

dan sembarangan pasang. 
Sumber : BerkasRiau.com 

3. Pada tanggal 8 November 2018 

Tim II Percepatan PAD Kampar 

(TPPAD) mendatangi perusahaan-

perusahaan yang beroperasi di 

wilayah Siak Hulu dan terbukti 

masih banyaknya perusahaan yang 

lalai menunaikan kewajibannya 

terhadap pengurusan izin reklame. 

Salah satu perusahaan tersebut 

adalah PT. Deltapack Riau Industri. 

Sumber : detakkampar.co.id 
4. Pada tanggal 28 Maret 2019 Tim 

Yustisi Pemkab Kampar melakukan 

penyegelan terhadap media reklame 

yang baru saja didirikan di Pasar 

Kampa, Kecamatan Kampa, 

Kabupaten Kampar, karena belum 

memiliki izin. Penyegelan 

dilakukan oleh Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu dan Satuan Polisi Pamong 



JOM FISIP Vol. 7: Edisi II Juli-Desember 2020 Page 4 
 

Praja (Satpol PP) .Sumber : 

Cakaplah.com 

Berdasarkan observasi dan 

wawancara awal yang peneliti 

lakukan peneliti menemukan 

fenomena banyaknya media reklame 

yang tidak mendaftarkan izin 

reklamenya kepada Dinas Penanaman 

Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 

oleh sebab itu Dinas Penanaman 

Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

memerlukan kinerja dalam 

meningkatkan pelayan izinan reklame 

agar semua reklame yang ada 

dikabupaten kampar memiliki izin 

reklame. 

Dengan demikian dari uraian 

kronologi dan fenomena diatas 

peneliti tertarik untuk meneliti lebih 

lanjut permasalahan ini dengan judul 

“Kinerja Dinas Penanaman Modal 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam 

Menigkatkan Pelayanan IzinReklame 

Di Kabupaten Kampar”. 

 

Rumusan Masalah 

Setelah memaparkan latar 

belakang di atas maka Penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah kinerja yang 

dilakukan oleh Dinas Penanaman 

Modal Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu dalam meningkatkan 

pelayanan izin reklame di 

Kampar? 

2. Faktor-faktor apa yang 

mempengaruhi kinerja dinas 

penanaman modal pelayanan 

terpadu satu pintu kampar dalam 

meningkatkan pelayanan izin 

reklame di Kampar? 

 

Tujuan Penelitian 

Dari permasalahan yang 

diungkapkan pada rumusan masalah 

diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk menemukan dan 

menjelaskan beberapa fenomena 

diantaranya yaitu : 

1. Untuk mengetahui kinerja yang 

dilakukan oleh Dinas Penanaman 

Modal Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu dalam meningkatkan 

pelayanan izin reklame di 

Kampar. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor 

yang mempengaruhi kinerja Dinas 

Penanaman Modal Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kampar 

dalam meningkatkan izin reklame 

di Kampar. 

 

Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis   

a. Penelitian ini dapat 

memberikan sumbangan bagi 

pengembangan dan 

penyempurnaan teori-teori di 

dalam ilmu Administrasi 

Publik terutama menyangkut 

peran pemerintah dalam 

melakukan kinerja   

2. Manfaat Praktis  

a. Diharapkan penelitian ini dapat 

memberikan masukan bagi 

Dinas Penanaman Modal 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

melakukan kinerja dalam 

menyelesaikan masalah izin 

reklame di Kampar. 

b. Sebagai bahan informasi bagi 

pemilik reklame untuk patuh 

akan perizinan yang telah 

ditetapkan. 

c. Sebagai salah satu sumber 

pemikiran dan informasi serta 

bahan referensi bagi peneliti-

peneliti selanjutnya, khususnya 

di  bidang yang sama 
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TINJAUAN PUSTAKA 

Kinerja 

Kinerja merupakan hasil yang 
dicapai dari perilaku anggota organisasi 

(Gibson,1988:179).Hasil yang 

diinginkan organisasi dari perilaku 

orang-orang yang ada di dalamnya 
disebut sebagai kinerja organisasi. 

Pemahaman dan definisi tentang kinerja 

organisasi dalam literatur akademik dan 

beberapa penelitian manajemen sangat 
beragam, sehingga tetap menjadi isu 

dan terus mengalami perkembangan. 

Definisi lain datang dari Murpy 

dan Cleveland dalam Pasolong 

(2007:175) mengatakan bahwa kinerja 
adalah kualitas perilaku yang 

berorientasi pada tugas dan pekerjaan.  

Hal ini berarti bahwa kinerja pegawai 

dalam sebuah organisasi ditentukan oleh 
sikap dan perilaku pegawai terhadap 

pekerjaannya dan orientasi pegawai 

dalam melaksanakan pekerjaanya 

tersebut. 

Tercapainya suatu kinerja 

seseorang atau pekerja karena adanya 
upaya dan tindakan yang dihasilkan. 

Upaya tersebut yaitu berupa hasil kerja 

(kinerja) yang dicapai oleh pekerja. 

Kinerja dapat dihasilkan dari 
pendidikan, pengalaman kerja dan 

profesionalisme. Pendidikan adalah 

modal dasar dan utama seorang pekerja 

dalam mencari kerja dan bekerja. 
Pengalaman dalam bekerja berkaitan 

dengan masa kerja karyawan, semakin 

lama seseorang bekerja pada suatu 

bidang pekerjaan maka semakin 
berpengalaman orang tersebut, dan 

apabila seseorang telah mempunyai 

pengalaman kinerja pada suatu bidang 

pekerjaan tertentu, maka ia mempunyai 
kecakapan atas bidang pekerjaan yang 

ia lakukan. Profesionalisme adalah 

gabungan dari pendidikan dan 

pengalaman kerja yang diperoleh oleh 

seorang pekerja. 

Kinerja Organisasi 

Menurut Mulyadi (2007; 337) 

kinerja organisasi adalah keberhasilan 

personel, tim atau organisasi dalam 

mewujudkan sasaran strategis yang 

telah ditetapkan sebelumnya dengan 

perilaku yang diharapkan. Kinerja 

(performance) menurut Daft (2010) 

adalah kemampuan untuk pencapaian 

tugas organisasi dengan menggunakan 

sumber daya secara efektif dan efisien. 

Sumber daya yang dimaksudkan 

meliputi sumber daya manusia, seluruh 

kekayaan, kapabilitas, proses organisasi, 

atribut perusahaan, informasi serta 

pengetahuan yang dikendalikan 

perusahaan. 

Menurut Chien (2004), terdapat 

lima faktor utama yang menentukan 

pencapaian kinerja organisasi yaitu : 1) 

gaya kepemimpinan dan lingkungan 

organisasi, 2) budaya organisasi, 3) 

design pekerjaan, 4) model motivasi, 

dan 5) kebijakan sumber daya manusia. 

Ada beberapa indikator kinerja 

yang dapat dijadikan sebagai acuan 

untuk menilai kinerja suatu organisasi 

ataupun individu. Dwiyanto (2008:50), 

menjelaskan bahwa ada beberapa 

indikator yang digunakan untuk 

mengukur kinerja birokrasi publik yaitu 

: 

1. Produktivitas, yaitu tidak hanya 

mengukur tingkat efesien, tetapi juga 

mengukur efektifitas pelayanan. 

Produktivits pada umunya dipahami 

sebagai ratio antara input dengan 

output. Produktivitas menurut Dewan 

Produktivitas Nasional, adalah suatu 

sikap mental yang selalu berusaha 

dan mempunyai pandangan bahwa 

mutu kehidupn hari ini harus lebih 

baik dari hari kemaren, dan hari esok 

lebih baik dari hari ini. 
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2. Kualitas layanan, cenderung menjadi 

penting dalam menjelaskan kinerja 

organisasi pelayanan organisasi 

pelayanan publik. Banyak pandangan 

negatif yang tebentuk mengenai 

organisasi publik muncul karena 

ketidakpuasan publik terhadap 

kualitas. Selanjutnya, kepuasan 

masyarakat terhadap pelayanan dapat 

dijadikan indikator kinerja birokrasi 

publik. 

3. Reponsivitas, yaitu kemampuan 

birokrasi untuk mengenali kebutuhan 

masyarakat, menyusun agenda dan 

prioritas layanan, dan 

mengembangkan program-program 

pelayanan publik sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat dan aspirasi 

masyarakat. Secara singkat 

responsivitas disini menunjuk pada 

keselarasan antara program dan 

kegiatan pelayanan dengan 

kebutuhan dan aspirasi masyarakat. 

4. Responsibilitas, yaitu menjelaskan 

apakah pelaksanaan kegiatan 

birokrasi publik itu dilakukan sesuai 

dengan prinsip-prinsip administrasi 

yang benar dengan kebijaksanaan 

birokrasi, baik yang eksplisit maupun 

implisit. Oleh sebab itu, 

responsibilitas bisa saja pada suatu 

ketika berbenturan dengan 

responsivitas. 

5. Akuntabilitas, yaitu yang 

menunjukkan pada seberapa besar 

kebijakan dan kegaiatan birokrasi 

politik tunduk pada para pejabat 

politik yang dipilih oeh rakyat. 

Dalam konteks ini, konsep 

akuntabilitas publik dapat digunakan 

untuk melihat seberapa besar 

kebijakandan kegiatan birokrasi 

publik itu konsisten dengan 

kehendak publik. 

Menurut Kumorotomo dalam 

Dwiyanto (2008: 52-53), menggunakan 

beberapa kriteria dalam menilai kinerja 

organisasi pelayanan publik, antara lain 

sebagai berikut: 

 

a. Efisiensi 

Efisiensi menyangkut pertimbangan 

tentang keberhasilan organisasi 

pelayanan publik mendapatkan 

laba, memanfaatkan faktor-faktor 

produksi serta pertimbangan yang 

berasal dari rasionalitas ekonomis. 

b. Efektivitas 

Pada dasarnya pengertian efektifitas 

yang umum menunjukkan pada 

taraf tercapainya hasil, sering atau 

senantiasa dikaitkan dengan 

pengertian efisien, meskipun 

sbenarnya ada perbedaan di antara 

keduanya. Efektifitas menekankan 

pada hasil yang dicapai, sedangkan 

efisiensi lebih melihat pada 

bagaimana cara mencapai hasil 

yang dicapai itu dengan 

membandingkan antara input dan 

outputnya. 

c. Keadilan 

Keadilan mempertanyakan 

distribusi dan alokasi layanan yang 

diselenggarakan oleh organisasi 

pelayanan publik. 

d. Daya Tanggap 

Berlainan dengan bisnis yang 

dilaksanakan oleh perusahaan 

swasta, organisasi pelayanan publik 

merupakan bagian dari daya 

tanggap negara atau pemerintah 

akan kebutuhan vital masyarakat. 

Oleh sebab itu, kriteria organisasi 

tersebut secara keseluruhan harus 

dapat dipertanggung jawabkan 

secara transparan demi memenuhi 

kriteria daya tanggap ini. 

Penilaian kinerja merupakan 

bagian penting dari proses pengendalian 

manajemen baik orgnisasi publik 

maupun swasta. Budiyanto (2013:57) 

mengatakan bahwa penilaian kinerja 
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merupakan proses standarisasi 

pekerjaan dan penilaian pekerjaan yang 

telah dilakukan dengan menggunakan 

parameter standar kerja yang telah 

ditetapkan tersebut.  

Sedangkan R.Wyne(2008:257) 

mendefinisikan penilaian kinerja 

sebagai suatu sistem formal untuk 

menilai dan mengevaluasi kinerja tugas 

karyawan, baik individu maupun tim. 

 

Pelayanan  

Menurut Gibson dalam 

Hutasoit (2011:161) Mengatakan 

pelayanan adalah kegiatan yang 

dikehendaki konsumen atau klien, atau 

pekerjaan yang dilakukan untuk orang 

lain. Sementara itu Kotler dan 

Amstrong mengatakan pelayanan adalah 

kegiatan atau manfaat yang ditawarkan 

oleh satu pihak kepada yang lain yang 

pada dasarnya tidak kasat mata dan 

tidak mengakibatkan kepemilikan. 

Simamora (2001:19) pelayan 

berasal dari kata layanan yang artinya 

kegiatan yang memberikan manfaat 

kepada orang lain, layanan adalah setiap 

kegiatan atau manfaat yang ditawarkan 

suatu pihak kepada pihak lain yang pada 

dasarnya tidak berwujud dan tidak 

mengakibatkan kepemilikan apapun. 

Selain defenisi pelayanan diatas 

Sinambela (2008:5) pun ikut 

mendefenisikan pelayanan sebagai 

Pelayanan Publik adalah pemberian 

layanan (melayani) keperluan orang 

atau masyarakat yang mempunyai 

kepentingan pada organisasi itu sesuai 

dengan aturan pokok dan tata cara yang 

telah ditetapkan. 

Metode Penelitian   

Metode penelitian yang di 

gunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif kualitatif yaitu 

penelitian yang bermaksud untuk 

melakukan pengukuran yang cermat dan 

sistematis terhadap fenomena-fenomena 

sosial dengan cara memberikan 

gambaran terperinci berdasarkan 

kenyataan-kenyataan yang ditemukan di 

lapangan. Lokasi penelitian ini 

dilakukan di Kantor Dinas Penanaman 

Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu  

Jl. Prof M yamin SH Kecamatan 

Langgini  Kabupaten Kampar Provinsi 

Riau. 

Untuk menentukan informen 

peneliti menggunakan teknik purposive 

sampling, yaitu penentuan informan 

berdasarkan pertimbangan bahwa 

informan yang dipilih adalah orang-

orang yang mengetahui dan terlibat dan 

telah ditentukan sebelumnya  

Jenis data yang peneliti peroleh 

yaitu data primer dan data sekunder, 

data primer berupa hasil wawancara 

diperoleh dari objek penelitian atau 

informan penelitian yang berupa hasil 

wawancara dan hasil penelusuran 

mengenai kinerja dinas penanaman 

modal dan pelayanan terpadu satu pintu 

dalam meningkatkan pelayanan izin 

reklame di kabupaten Kampar. Dan data 

sekunder diperoleh melalui sumber-

sumber kedua atau secara tidak 

langsung dalam penelitian ini yaitu data 

yang diperoleh melalui berbagai 

literatur baik buku , media massa (cetak 

atau elektronik) mengenai kinerja Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu dalam 

meningkatkan pelayanan izin reklame. 

Teknik pengumpulan data yang 

digunakan peneliti adalah dengan 

wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Dengan teknik analisis data 

secara deskriptif kualitatif, yaitu 

pengolahan data atau informasi yang 

diperoleh di lapangan berdasarkan hasil 

wawancara dan pengamatan. Semua 
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hasil data tersebut dikumpulkan dan 

dipelajari sehingga menjadi suatu 

kesatuan yang utuh. Kemudian 

penelitian ini menggunakan triagulasi 

data sebagai kegiatan chek, recheck dan 

crosscheck, kemudian dilakukan 

crosscheck melalui persepsi penulis 

untuk dijadikan sebagai suatu 

kesimpulan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kinerja Dinas Penanaman 

Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

dalam Meningkatkan Pelayanan Izin 

Reklame di Kabupaten Kampar 

1. Produktivitas 

Produktivitas pada umumnya 

dipahami sebagai rasio antara input dan 

output. Dinas Penanaman Modal 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kampar, 

dalam meningkatkan produktivitas 

pelayanan dengan baik memperhatikan 

prosedur pelayanan yang telah di 

tetapkan sehingga prosuder pelayanan 

tersebut harus memenuhi standar 

pelayanan izin reklame. Pelayanan yang 

disediakan oleh dinas telah memenuhi 

standar pelayanan izin reklame yang 

telah ditetapkan. 

Sebenarnya pengurusan izin di 

Dinas Penanaman Modal Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kampar tidak perlu 

memerlukan waktu yang lama. Namun 

oleh petugas waktu pengurusan menjadi 

sedikit lebih lama. Lamanya proses 

perizinan bukan karena kendala fasilitas 

dan proses utamanya namun karena 

menunggu persetujuan dari pengelola 

utama perizinan reklame Dinas 

Penanaman Modal Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kampar oleh karenanya 

banyak masyarakat umum lebih suka 

membuat reklame dalam bentuk baliho 

untuk kegunaan tersendiri. Produktivitas 

pelayanan perizinan reklame juga dapat 

dilihat pada  kesiapan dinas sebagai 

pelaksana penyelenggara pelayanan izin 

reklame. Kabupaten Kampar sudah 

sangat siap dalam menyiapkan 

pelayanan yang prima. Salah satu unsur 

yang disiapkan oleh Dinas Penanaman 

Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Kampar adalah sumber daya 

manusia yang kompeten serta kesiapan 

dinas sebagai pelaksana penyelenggara 

pelayanan izin reklame juga melalui 

penyediaan fasilitas pelayanan perizinan 

tersebut.  

Dinas Penanaman Modal Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu melakukan 

pelayanan sesuai system yang mengatur 

dan sesuai fasilitas yang disediakan 

namun masyarakat merasa kalau Dinas 

Penanaman Modal Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kampar belum sepenuhnya 

siap melayani masyarakat yang 

melakukan pengurusan izin reklame. 

Hal tersebut terlihat dari salah satu 

tanggapan dari masyarakat yang ditemui 

saat mengurus perizinan reklame papan 

tersebut menuturkan tidak mendapatkan 

penjelasan apapun yang memudahkan 

untuk pengurusan izin reklame dari 

Dinas Penanaman Modal Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kampar. 

Target utama Dinas Penanaman 

Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Kampar adalah pelayanan 

perizinan yang efisien dan efektif. Serta 

juga dari sisi pendapatan juga harus 

stabil dan sesuai realisasi dan targetnya. 

Dan juga pelayanan yang dilakukan 

haruslah sesuai dengan SOP yang 

berlaku.  

Mengenai fasilitas yang telah 

disediakan banyak kebaikan dan 

kemudahan yang diperoleh. Dinas dan 

masyarakat sama-sama bisa merasakan 

manfaat fasilitas tersebut. Akan tetapi 

dalam penggunaannya mungkin belum 

begitu maksimal. Penanaman Modal 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kampar 

merasa dengan membantu mengisikan 

data merupakan bantuan yang cukup 

berarti dan tidak mempersulit 
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masyarakat. Akan tetapi bagi 

masyarakat yang paham dengan 

komputer dan jaringan. Mereka merasa 

dirugikan karena mereka tidak mudah 

menyerahkan pegisian data begitu saja 

kepada pegawai Penanaman Modal 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kampar. 

Mereka meresa khawatir apabila terjadi 

kesalahan dalam pengentrian data. Hal 

itu akan merugkan mereka dengan 

begitu saja percaya dengan pekerjaan 

orang lain 

 

2. Kualitas Layanan 

Untuk mengukur kualitas pelayanan 

yang diberikan oleh Penanaman Modal 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kampar, 

penilaian kualitas pelayanan dapat 

ditentukan oleh masyarakat sebagai 

penggna jasa. Masyarakat pengguna 

jasa dapat menilai apakah pelayanan 

yang diberikan telah memenuhi harapan 

atau belum. Masyarakat akan merasa 

puas jika pelayanan yang diberikan 

sudah baik dan sesuai dengan harapan-

harapan mereka. Akan tetapi jika tidak 

sesuai dengan harapan masyarakat maka 

kulaitasnya akan dinilai belum/tidak 

memuaskan. 

Dalam melakukan layanan public 

yang maksimal bagi pemohon izin 

reklame,  dinas Penanaman Modal 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kampar 

mengutamakan adanya perbaikan dalam 

bidang sumber daya manusia sebagai 

actor. Faktor utama yang dominan 

mempengaruhi kualitas pelayanan 

adalah sumber daya manusia atau 

pegawainya. Kemampuan pegawai 

Dinas Penanaman Modal Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kampar  dalam 

melaksanakan tugas pelayanan akan 

berpengaruh terhadap pelayanan yang 

diterima masyarakat 

Dinas Penanaman Modal Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kampar selalu 

mencari solusi yang tepat untuk 

meningkatkan pelayanan terhadap 

masyarakat yang mengurus izin 

rekalame, karena semakin besar usaha 

yang dilakukan akan semakin besar pula 

pengaruhnya terhadap masyarakat yang 

mengurus izin reklame 

Dalam melayani masyarakat, 

seorang pegawai harus memperhatikan 

hal-hal tertentu agar masyarakat merasa 

nyaman saat mengurus izin. Seperti 

sikap yang jujur, tidak membeda-

bedakan, ramah, mau mendengarkan 

orang lain, juga bersikap peduli. 

Masyarakat juga mudah untuk 

mendapatkan informasi yang jelas 

mengenai mekanisme permohonan izin 

reklame mulai dari prosedur, biaya, 

waktu, ataupun hal-hal lain yang 

ditanyakan kepada pegawai Dinas 

Penanaman Modal Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu 

 

3. Responsivitas 

Responsivitas atau daya tanggap 

adalah kemampuan Dinas Penanaman 

Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kampar untuk mengenali kebutuhan 

masyarakat, menyusun agenda dan 

prioritas pelayanan, serta 

mengembangkan program-program 

pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan 

aspirasi masyarakat. 

Masyarakat yang mengharapkan 

dinas Penanaman Modal Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kampar untuk 

memberi respons yang tepat dan cepat 

terhadap krisis yang terjadi menjadi 

amat kecewa karena ternyata tindakan 

birokrasi cenderung reaktif dan tidak 

efektif. Berbagai persoalan yang terjadi 

di pusat dan di daerah tidak dapat 

diselesaikan dengan baik, bahkan 

cenderung dibiarkan sehingga 

masyarakat menjadi semakin tidak 

percaya terhadap kemampuan birokrasi 

dalam menyelesaikan krisis. 
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Dalam melakukan pelayanan, dinas 

Penanaman Modal Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kampar membuat system 

yang memudahkan masyarakat dalam 

mengurus perizinan reklame. Namun 

hal tersebut tidak bisa dirasakan oleh 

masyarakat karena waktu penyelesaian 

perizinan reklame yang sudah diatur 

sesuai SOP bahwa waktu penyelesaian 

pengurusan perizinan yang seharusnya 

bisa 7 hari kerja bisa lebih dari itu.  

 

4. Respnsibilitas 

Responsibilitas yang dilakukan oleh 

Dinas Penanaman Modal Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kampar adalah 

melakukan pelayanan izin berdasarkan 

Standar Operasional Prosedure. 

Komunikasi yang dilakukan oleh 

Dinas Penanaman Modal Pelayanan 

terpadu Satu Pintu adalah komunikasi 

sosialisasi kepada masyarakat dengan 

mengadakan rapat terbuka yaitu seperti 

rapat, even-even dan Kampar Expo. Hal 

ini dilakukan agar masyarakat menjadi 

tertarik untuk melakukan perizinan 

reklame. 

Namun Dinas Penanaman Modal 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kampar 

tidak selalu melakukan pelayanan 

perizinan dengan sesuai kepada SOP 

yang berlaku. Subjek penelitian 

membenarkan adanya perbedaan 

perlakuan dalam pelayanan perizinan. 

Maka dalam aspek responsibilitas 

belum bisa maksimal. Hal tersebut 

terbukti karena adanya sinkron jawaban 

dari staff yang bertugas dan masyarakat 

yang melakukan perizinan. 

 

5. Akuntabilitas  

Dinas Penanaman Modal Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar 

berwenang atau bertanggung jawab 

dalam memberikan pelayanan dan 

penyelesaian keluhan/persoalan layanan 

izin reklame setiap minggunya bagian 

pelayanan izin reklame menangani 

kasus keluhan dari masyarakat sebanyak 

10-15 kasus. Namun oleh bagian 

pelayanan izin reklame keluhan ini 

diselesaikan sebaik mungkin dan 

secepat mungkin untuk meminimalisis 

respon negative dari masyarakat. 

Aspek akuntabilitas pelayanan 

perizinan di DinasPenanaman Modal 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kampar 

belum optimal. Hal tersebut dibuktikan 

dengan pengurusan yang berbelit dan 

izin yang didapatkan sangat lama.  

 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Kinerja Dinas Penanaman Modal  

Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kampar 
 

1. Kepuasan Kerja Pegawai 

Setiap orang yang bekerja 

mengharapkan memperoleh kepuasan 

dari tempatnya bekerja. Dinas 

Penanaman Modal Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kampar selalu melakukan 

evaluasi mengenai hasil kerja 

pegawainya. Menurut kasi 

Penyelanggara pelayanan perizinan,  

untuk pegawai lama 95% sudah pasti 

puas dengan pekerjaan mereka dalam 

melayani perizinan dan kepuasan kerja 

pegawai baru di Dinas Penanaman 

Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kampar masih kurang dan rendah 

sehingga masih ada pegawai yang 

kurang cekatan dan kurang cepat dalam 

memahami apa yang di inginkan oleh 

masyarakat dalam pelayanan public.  

 

2. Efisiensi 

Efisiensi adalah penggunaan 

sumber daya secara minimum guna 

pencapaian hasil yang optimum. 

Efisiensi menganggap bahwa tujuan- 

tujuan yang benar telah ditentukan dan 

berusaha untuk mencari cara-cara yang 

paling baik untuk mencapai tujuan-
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tujuan tersebut. Efisiensi hanya dapat 

dievaluasi dengan penilaian-penilaian 

relatif, membandingkan antara masukan 

dan keluaran yang diterima. 

Dinas Penanaman Modal 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kampar 

belum efesien dalam memberikan 

pelayanan perizinan karena masyarakat 

belum merasa terbantu dalam proses 

yang cepat dan tepat. 

 

3. Efektivitas 

 

Efektivitas diartikan sebagai 

pengukuran keberhasilan dalam 

pencapaian tujuan-tujuan yang telah 

ditentukan. Pengurusan izin di Dinas 

Penanaman Modal Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu belum efektif. Tidak sedikit 

masyarakat merasa sia-sia jika 

mengurus izin karena proses yang lama. 

Tidak jarang masyarakat sering dilanda 

keresahan karena ketika mengajukan 

permohonan pelayanan administratif 

kepada petugas,  petugas malah 

langsung menyuruh membaca di papan 

pengumuman. Ini kerap kali 

mengundang kejengkelan dan 

kekecewaan pada beberapa lapisan 

masyarakat. 

 

4. Kesadaran Pemilik Reklame 

Persentase kesadaran masyarakat 

Kabupaten Kampar dalam melakukan 

perizinan masih sangat rendah. Hal ini 

ditandai dengan sangat banyaknya 

pemasangan reklame illegal dan tidak 

pada tempat yang diizinkan. 

Fakta bahwa kesadaran masyarakat 

dalam pengurusan reklame sangat 

rendah. dan tentu saja ini sangat 

disayangkan dimana pemerintah sudah 

memudahkan tahapan pengurusan 

sedangkan minat untuk mengurus izin 

pemasangan reklame dari masyarakat 

sangat rendah sekali. 

 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa Kinerja Dinas 

Penanaman Modal Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu dalam  Meningkatkan 

Pelayanan Izin Reklame di Kabupaten 

Kampar meliputi sebagai berikut: 

1. Kinerja Dinas Penanaman 

Modal Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu dalam  Meningkatkan 

Pelayanan Izin Reklame di 

Kabupaten Kampar dapat dilihat 

sebagai berikut: 

Kinerja Dinas Penanaman 

Modal Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Kampar dalam  

Meningkatkan Pelayanan Izin 

Reklame belum optimal. Karena 

proses pengurusan izin reklame 

yang lama, Lamanya proses 

perizinan bukan karena kendala 

fasilitas dan proses utamanya 

namun karena menunggu 

persetujuan dari pengelola utama 

perizinan reklame Dinas 

Penanaman Modal Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kampar. 

kendala perizinan reklame oleh 

masyarakat sebenarnya tidak 

terletak pada prosedur utamanya 

namun dari pihak yang 

berwenang dalam pengurusan 

dan persetujuan dari perizinan 

yang akan diterbitkan. 

2. Faktor-Faktor yang 

mempengaruhi Kinerja Dinas 

Penanaman Modal Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kampar 

yaitu kepuasan kerja, efisiensi, 

efektifitas dan kesadaran 

pengguna reklame. Kepuasan 

kerja pegawai dinilai masih 

rendah, hal ini didukung oleh 

keadaan pegawai yang masih 

belum mengetahui dengan baik 

pola pekerjaan mereka dan jenis 
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layanan yang dilakukan. 

Efisiensi Dinas Penanaman 

Modal Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kampar belum efisien 

dalam memberikan pelayanan 

perizinan karena masyarakat 

belum merasa terbantu dalam 

proses yang cepat dan tepat. 

Pengurusan izin belum efektif. 

Tidak sedikit masyarakat merasa 

sia-sia jika mengurus izin 

Karena proses yang lama. Selain 

itu kesadaran pengguna rekalme 

terhadap pengurusan izin juga 

masih dinilai sangat rendah. 

Dibuktikan dengan enggannya 

masyarakat melakukan 

pengurusan perizinan.  

 

  Saran 

1. Dinas Penanaman Modal 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kampar harus lebih 

meningkatkan  kinerjanya. 

Masyarakat yang mengurus 

perizianan menginginakan 

adanya pembenahan pada 

kesigapan petugas dinas 

Penanaman Modal Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kampar.  

2. Dinas Penanaman Modal 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kampar diharapkan mampu 

memberikan pelayanan yang 

efektif dan efisien. Masyarakat 

mengharapkan pengurusan yang 

cepat dan tidak berbelit. Untuk 

efisiensi pelaksana, diharapkan 

untuk meningkatkan komunikasi 

dan diskusi yang baik antara 

pihak penyelenggara dengan 

masyarakat supaya program 

yang dilaksanakan lebih efisien. 
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